BABYV
PENUTUP

5.1Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian ini, dapat dipahami bahwa dinamika lapangan
pasca Perwako No.2 Tahun 2025 ini membawa dampak yang cukup kompleks bagi
Masayrakat dan Juru Parkir. Penurunan tarif parkir yang ditujukan untuk
meringankan beban bagi Ekonomi Masyarakat pengguna Jasa Parkir nyatanya
memicu efek berkelanjutan terhadap kesejahteraan Juru Parkir. Dinas
Perhubungan selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kota dituntut untuk tidak
hanya hadir sebagai penegak aturan yang kaku demi menjaga kualitas mereka
dalam melayani, tetapi juga harus mampu merespon kenyataan sosiologis dan
tekanan ekonomi yang melanda Juru Parkir di lapangan.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menerapkan mekanisme yang
terstruktur untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme juru parkir.
Strategi ini dijalankan melalui beberapa Strategi dan Mekanisme seperti:

1. Patroli Berkala dan Inspeksi Mendadak yang biasanya dilakukan oleh
UPTD Perparkiran sebanyak 2-3 kali sehari.

2. Pembentukan Regu Terspesialisasi yang membagi tim patroli menurut
kompetensi dan karakteristik, untuk meningkatkan peran institusional
dalam pelaksanaan kebijakan publik dan juga untuk mengatasi berbagai
konflik atau masalah yang terjadi di lapangan.

3. Mekanisme Sanksi berjenjang yang membagi 3 tahapan sanksi untuk para
pelanggar mulai dari teguran lisan, teguran tulisan dan akhirnya
pemberhentian tugas atau pemecatan.

4. Perlibatan Masyarakat yang membantu Dinas Perhubungan menindak

lanjuti para pelanggar.
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Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan mekanisme
pengawasan semaksimal mungkin walau memiliki beberapa hambatan dan

kendala, seperti Hambatan Sosiologis dan Hambatan Birokratis.

1. Hambatan Sosiologis bersumber dari realitas sosial-kemasyarakatan,
perilaku aktor, kultur lapangan, dan kondisi ekonomi nyata di luar teks
aturan formal.

a) Demotivasi Juru Parkir yang membuat juru parkir sengaja
mengabaikan standar pelayanan publik, malas mengatur posisi
kendaraan, dan enggan mengenakan atribut resmi.

b) Kultur Setoran Informal Juru parkir terikat relasi patron-klien
dengan koordinator pihak ketiga. Aturan informal ini jauh lebih
kuat dari regulasi resmi. Juru parkir memprioritaskan pencapaian
target setoran daripada pemenuhan standar pelayanan publik.

c) Penolakan Penggunaan Atribut yang bermula dari tekanan
ekonomi harian sehingga memaksa juru parkir mengabaikan
kepatuhan simbolis negara guna memenuhi kebutuhan pokok.

2. Hambatan birokratis merupakan kendala sistemik yang muncul dari
struktur organisasi, tata kerja, kekosongan regulasi, dan keterbatasan
kapasitas internal instansi pengawas.

a) Kendala Rantai Komando: Hierarki panjang dari Dinas
Perhubungan hingga tingkat bawah mendistorsi instruksi
operasional.

b) Terdapatnya Blind-Spot atau titik buta yang membuat pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak sepenuhnya merata.

Jika ditinjau dari sudut pandang Maslahah dan Hukum Tata Negara Islam,
peraturan ini menghasilkan potensi kemaslahatan yang berbenturan. Pada satu

sisi, penurunan tarif merupakan bentuk perlindungan harta konsumen (Hifzh al-
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Mal), yang membebaskan masyarakat dari biaya yang merugikan. Sebaliknya,
dilema keadilan sosial muncul karena kebijakan ini mengancam pemenuhan
kebutuhan Dharuriyyat para juru parkir. Prinsip fleksibilitas hukum digunakan
oleh Dishub untuk mengharmoniskan kondisi tersebut. Misalnya, mereka
memberikan kelonggaran administratif untuk juru parkir yang kurang mampu
untuk mengenakan sandal dan tidak wajib sepatu, asalkan mereka tetap
mengutamakan etika saat melayani masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan publik berusaha untuk
membantu orang banyak, mereka tetap memiliki efek negatif yang harus
dihindari. Penurunan tarif parkir harus dilihat dalam kaitannya dengan
kelangsungan hidup pelaksana kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa
penegakan standar pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan menekan
pekerja informal; itu memerlukan perubahan sistemik yang mencakup pengelola
mengatur target setoran untuk menjaga keadilan di tempat kerja.

Oleh sebab itu, peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat penting
sebagai penyeimbang. Mereka harus melakukan fungsi pengawasan dan
pembinaan secara konsisten sambil menggunakan pendekatan yang adaptif dan
manusiawi untuk memastikan bahwa pelaksanaan Perwako Nomor 2 Tahun 2025
mencapai kemakmuran umum tanpa mengorbankan hak ekonomi kelompok

rentan di lapangan.

5.2Saran

Untuk penerapan praktis, disarankan agar Dinas Perhubungan (khususnya
UPT Perparkiran) tidak hanya memfokuskan pengawasan dan penindakan pada
level juru parkir di lapangan, tetapi juga melakukan evaluasi tegas dan penertiban
terhadap pihak Ketika (Badan Usaha/Koordinator) untuk memastikan target
setoran yang dibebankan kepada juru parkir sudah rasional dan menyesuaikan

dengan tarif baru yang berlaku.
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Bagi pengambil kebijakan, perlu dipertimbangkan untuk merumuskan
regulasi turunan yang mengatur standar perlindungan kesejahteraan (skema
upah atau bagi hasil yang adil) bagi juru parkir dibawah pihak ketiga, serta
menggratiskan dan mendistribusikan langsung karcis resmi agar instrument
transparansi tersebut tidak lagi dijadikan komoditas bisni oleh oknum
coordinator yang justru membebani juru parkir.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan Kkajian
mendalam mengenai analisis yuridis terhadap kontrak kerja sama Lelang antara
Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga pengelola parkir (kajian hukum
perikatan), atau meneliti efektivitas penerapan system parkir digital (e-
parking/non-tunai) sebagai Solusi jangka Panjang dalam memutus rantai
birokrasi, mengatasi kebocoran retribusi, dan menjamin profesionalisme tanpa

moral hazard.
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